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BUPATI TORAJA UTARA

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Dl LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA

LA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TORAJA UTARNA,

bahwa dalam rangka menunjang penvelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan, maka perlu adanya pelayvanan
untuk pengadaan barang/jasa secara clektronik;

bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pengadaan
barang/jasa secara elektronik dan menjaga kelangsungan sistem
pelelangan secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Toraja Utara, maka dipandang perlu untuk mengimplementasikan
Sistem Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Toraja Utara,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati Toraja Utara tentang Sistem Pengadaan Secara Elektronik di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Torgja Utara.

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);
Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4353);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4321},

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 (entang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesis,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);



Menetapkan :

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

. Undang-Undang Nomor 14 Taliun 2008 tentang Keterbukaan

informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578},

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741};

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tim
Koordinasi Telemeatikan Indonesia;

Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007 tentang Perubahan Atas PPeraturan Menteri Dalam Negen
Nomor 13 Tahun 2006 tentang PPedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 7 Tahun 2010
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja  Sekretariat
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2010 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG SiSTEM PENGADAAN SECARA
ELEXKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA
UTARA.



BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

3.
4. e-Procurement adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah

10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.

Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai
unsur penvelenggara pemerinrah daerah.

Bupati adalah Bupat: Toraja Utara

yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis
web/internet dengan  memanfaatkan  {asilitas teknologi
komunikasi dan informasi melalui pelelangan umum secara
elektronik.

. Layanan Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disingkat

LPSE adalah unit pelaksana yang memfasilitasi Unit Layanan
Pengadaan/Panitia Pengadaan pada proses pengadaan barang
/jasa pemerintah secara elektronik.

LPSE lain adalah LPSE di luar Pemecrintah Kabupaten Toraja
Utara.

. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga pemerintah yang
mempunyai tugas untuk melakukan pengembangan kebijakan di
bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Direktorat e-Procurement LKPP adalah suatu Direktorat dalam
naungan Deputi Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Sistem
Informasi LKPP yang bertugas melakukan koordinasi, pembinaan,
pengawasan dan pengembangan sistem pengadaan barang/jasa
pemerintah secara elektronik.

Sistem Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disingkat SPSE
adalah kesisteman meliputi aplikast dan database e-
Procurement yang dikembangkan oleh Direktorat e-
Procurement LKPP untuk digunakan pada implementasi LPSE.
Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disingkat PPK adalah
pejabat yang dianggkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran sebagal pemilik pckerjaan vang bertanggung
jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Pengguna Anggaran selanjutnva disingkat PA adalah pejabat
pemegang Kkewenangan penggunaan  anggaran Kemnterian
/Lembaga/Satuan Kerja Perangka! Daerah atau Pejabat yang
disamakan pada institusi lain Pengeuna APBN/APBD.

Kuasa Pengguna Anggaran, sclanjutnva disingkat KPA adalah
pejabat yang ditunjuk oleh I’engguna  Anggaran untuk
menggunakan anggaran Lembaga/Satuan Kerja Perangkat
Daerah.

Unit Layanan Pengadaan selanjutnya disingkat ULP adalah unit
organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan
barang/jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri
sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.

Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan
pemilihan penyedia barang/jasa.

Pejabat Pengadaan adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan
pemilihan/penunjukan penyedia barang/jasa.

Penyedia barang/jasa adalah badan wusaha atau orang
perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi
/jasa konsultasi/jasa lainnya.



17. Pengguna adalah semua pihak yang menggunakan sistem

e-Procurement.

18. User ID adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri
dari Pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam SPSE.

19. Password adalah kumpulan karakter atau string vang digunakan
oleh Pengguna untuk memveritikasi Uscr /D kepada SPSE.

BAB 1
RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah pelaksanaan e-Procurement di
lingkungan Pemerintah Daerah.

(2)

(1)

(1)

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar untuk
penerapan sistem e-Procurement di wiliayah daerah.

Tujuan Peraturan Bupati mi adalih untuk meningkatkan
efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat, dan
akuntabilitas dalam pelaksanaan  pengadaan  barang/jasa
pemerintah.
BAB [I1
ETIKA e-PROCUREMENT
Pasal 4

Setiap orang yang terkait dengan pelaksanaan e Procurement

wajib mentaati etika dan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dalam melaksanakan e-Procurement, setiap orang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) :

a. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan kode
akses yang terdiri dari User ID dan password; dan

b. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data
dan informasi elektronik yang tidak diperuntukkan bagi
umuim.

Setiap orang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang :

a. mengganggu dan/atau merusak sistem e-Procurement, dan

b. mencuri informasi, memanipulasi data dan/atau berbuat
curang dalam sistem e-Procurement.

BAB IV
PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN
e-PROCUREMENT

Pasal 5

Para pihak yang terlibat dalam e-Procurement, terdiri dari :

a. Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Kegiatan
( PPK );

b. ULP/PanitiaPengadaan/Pejabat Pengadaan,;

¢. Penyedia Barang/Jasa,;

d. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; dan

e. LPSE.



(2) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan

perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa
pemerintah, dan etika e-Procurement.

Pasal 6

(1) LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 avat (1) huruf e
bertugas mengelola sistem e Procierement di lingkungan
Pemerintah Daerah dan mempuny:i fungsi :

a.

b.

f.

penyusunan program Kegiatan pengelolaan e-Procurement di
lingkungan Pemerintah Kabupaicen Toraja Utara;
pelaksanaan  pelatihan/training  kepada  Panitia/Pejabat
Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa untuk menguasai
sistem e-Procurernent,

. pelaksanaan pelayanan kepada Panitia/Pejabat Pengadaan

/ULP dan Penyedia Barang/Jasa di masing-masing wilayah
kerjanya,;

sebagai media penyedia informasi dan konsultasi ( helpdesk )
yang melayani Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia
Barang/Jasa yang berkaitan dengan sistem e-Procurement,

. sebagai penyedia informasi dan data vang berkaitan dengan

proses pengadaan barang/jasa vang telah dilakukan oleh
Pengguna untuk kepentingan proses audit, monitoring dan
evaluasi;

pelaksanaan ketatausahaan LPSE;

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
h.

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
diperuntukan bagi kegiatan pengawasan/audit yang
dilaksanakan oleh Instansi yang mempunyai kewenangan untuk
itu dan instansi lain sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

BAB V
TATA CARA PELAKSANAAN e-PROCUREMENT

Bagian Kesatu

Standar Prosedur Operasional Sistem Pengadaan Secara Elektronik

(1)

(2)

Pasal 7

LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) menyusun
dan melaksanakan Standar Prosedur Operasional untuk
menjamin keberlangsungan sistem pengadaan barang/jasa
secara elektronik.

Standar Prosedur Operasional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup :

registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE;

layanan Pengguna SPSE;

penanganan masalah ( error handling);

pemeliharaan dan pengamanan infrastruktur SPSE;
pemeliharaan kinerja dan kapasitas SPSE; dan

pengarsipan dokumen elektronik (file backup).

me a0 o



Bagian Kedua
Registrasi dan Verifikasi Pengguna SPSE

Pasal 8

(1) Substansi Standar Prosedur Opecrasional registrasi dan
verifikasi Pengguna SPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 ayat (2) huruf a wajib memenuhi persyaratan dan tahapan
sebagai berikut :

a. bagi penyedia barang/jasa.

1. melakukan pendaftaran secara online melalui aplikasi
SPSE;

2. mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran serta
formulir keikutsertaan dengan dilampiri dokumen
penunjang dan menunjukkan dokumen asli yang terdiri
dari :

a) KTP direktur/pemilik perusahaan/pejabat vang
berwenang di perusahaan;

b) Akta pendirian perusahaan dan akta perubahan
terakhir (bila ada);

c) Nomor Pokok Wajib Pagjak (NPWP) Badan Usaha
/penanggung jawab bagi perusahaan perorangan atau
perorangan bagi penyedia barang/jasa perorangan;
dan

d) Surat ijin usaha sesuai bidang usaha masing-masing.

b. bagi pengguna SPSE selain Penyedia Barang/Jasa,
menunjukkan surat tugas asli dan menyerahkan salinan
surat tugas dan/atau surat keputusan dari instansi masing-
masing.

(2) Verifikasi kepada penyedia barang/jasa adalah kegiatan
pemeriksaan terhadap kebenaran pelaporan dokumen
sebagaimana dipersyaratkan ayat (1) butir a angka 2 dengan
tujuan otentikasi identitas penyedia barang/jasa yang
diasosiasikan dengan User D dan Password sebagai
representasi dari  penanggung jawab suatu Badan
Usaha/Perusahaan Perseroan atau Perorangan.

(3) LPSE tidak perlu menambahkan persyaratan registrasi selain
yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1}.

(4) LPSE tidak perlu melakukan pemeriksaan lapangan.

(5) Proses verifikasi tidak meniadakan proses pengisian,
pengiriman data kualifikasi oleh Penyedia Barang/Jasa, dan
klarifikasi data kualifikasi oleh ULP/Pejabat Pengadaan dalam
proses pengadaan barang/jasa.

(6) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2
dapat diperoleh pada aplikasi SPSE.

(7) Pengguna SPSE selain Penyedia Barang/Jasa yang dimaksud
pada ayat (1} huruf b adalah ULP/Pejabat Pengadaan, PPK,
Auditor atau entitas lain vang ditetapkan dalam syarat dan
ketentuan Pengguna SPSE.

Bagian Ketiga
Layanan Penggunaan LPSE

Pasal 9

LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 avat (2) huruf b

menyediakan :

a. ruang layanan pemasukan penawaran {bidding room), pelatihan
dan verifikasi;

b. akses internet dan intranet untuk Pengguna SPSE vyang
berkunjung ke lokasi LPSE;



pelayanan konsultasi penggunaan SPSE melalui internet,
telepon dan kunjungan ke lokasi LPSE; dan

pengumuman atau informasi kepada Pengguna SPSE jika
sedang menghadapi permasalahan teknis yang dapat
menghambat aktivitas Pengguna SPSE.

Bagian Keempat
Penanganan Masalah (Error Handing)

Pasal 10

LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat {2) huruf ¢

menangani kendala teknis yang terjadi dalam penyelenggaraan

SPSE.

LPSE menjadi saksi dalam isi dokumen penawaran tidak dapat

dibuka oleh ULP/Pejabat Pengadaan dan menuangkannya

dalam berita acara kesaksian.

LPSE dapat meneruskan kendala teknis ke LKPP jika

berkaitan :

a. permasalahan aplikasi SPSE yang tidak dapat diselesaikan
oleh LPSE; dan

b. permasalahan yang belum tercakup dalam aplikasi SPSE.

Bagian Kelima
Pemeliharaan dan Pengamanan Infrstruktur LPSE

Pasal 11

LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d
memuat mekanisme pengelolaan dan pengamanan server dan
jaringan.

Pengelolaan server LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengacu kepada standar pengelolaan data center.

Pengaturan ruang server SPSE antara lain memperhatikan
ketentuan suhu ruangan, cadangan catu dava, dan keamanan
fisik.

Setiap pengunjung yang akan memasuki ruang server harus
mendapat izin dari pejabat vang herwenang di LPSE.
Pengelolaan server SPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memperhatikan aspek vang memudahkan untuk
kegiatan pemeliharaan seperti pemantauan, dokumentasi dan
penyimpanan data.

Bagian Kecnam
Pemeliharaan Kinerja dan Kapasitas SPSE

Pasal 12

LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2} huruf ¢
melakukan :

a.

melakukan monitoring harian terhadap kondisi dan kapasitas
hardisk dan RAM serta melakukan penggantian /penambahan
jika komponen tersebut mengalami kondisi kritis;

membuat pengaturan bandwith internet dan pemantauan
traffic;

melakukan pemantauan terhadap koneksi internet server SPSE
dan segera mengambil langkah yang diperlukan jika terjadi
gangguan koneksi,;

. memberikan pengumuman jika sedang melakukan proses

pemeliharaan server SPSE dan/atau perangkat lain;

memantau kinerja piranti lunak, piranti keras dan jaringan,
serta melakukan peningkatan/penggantian/ penambahan jika
diperlukan; dan
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server SPSE.
Bagilan Ketujuh | . _
Pengarsipan Dokumen Elektronik (File Backup)

Pasal 13

imana dimaksud dalam pasal 7 ayat {2) huruf {
W I};I;ii S;i?agli:g{lan back up terhadap file sistem dan database
(2) SB};?:E .up sebagaimana dimaksud pada ayat (1.) 'harus disimpan
dalam media penyimpanan yang mudah dlpLQdah (_pc|)r‘tab£e]
dan diletakkan di suatu tempat yang aman terpisah dari ruang
server. | .
(3) Ketentuan pengarsipan dokumen elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Pengaduan

Pasal 1+
Tata cara pengaduan pelaksanaan LI"SI diatur sebagail berikut
a. pengaduan dari masyarakat dar aau penyedia barang/jasa

dapat dilakukan melalui fasilitas yang tersedia dalam SPSE; dan
b. LPSE meneruskan laporan pengaduan dari masyarakat dan/

atau penyedia barang/jasa kepada Pengarah LPSE dan
Direktorat e-Procurement LKPP.

Pasal 15

LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib melaporkan
kepada PA, KPA dan PPK, apabila ditemukan penyimpangan-
penyimpangan atas pelaksanaan pengadaan  barang/jasa

pemerintah secara elektronik dengan tembusan kepada Inspektorat
Daerah.

BAB Vi
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan atas penyelenggaraan dan pengelolaan sistem
e-Procurement di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD).

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka seluruh
atau sebagian proses pengadaan barang/jasa di semua unit
kerja/SKPD mulai Tahun Anggaran 2013 harus menerapkan
e-Procurement.

(2) Untuk menjamin pelaksanaan e-Procurement, masing - masing
pimpinan unit kerja/SKPD dan/atau PA/KPA, dapat membuat
tahapan  pelaksanaan  pengadaan  paket yang akan
menggunakan e-Procurement dengan menentukan batasan
nilai paket, sehingga seluruh atau sebagian pengadaan paket di
unit kerja/SKPD menggunakan e-Procurement.



(3)

(4)

(9)

Untuk pelaksanaan pembuatan tahapan-tahapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) masing-masing pimpinan unit kerja/
SKPD harus melakukan koordinast dengan LPSE.

Dalam melaksanakan fungsinya terutama dalam pengelolaan
SPSE, LPSE dapat melakukan koordinasi dan konsultas:
dengan LPSE lain dan Dircktorat ¢ Procurement LKPP serta
dapat mengajukan saran  perubahan-perubahan yang
diperlukan untuk penyempurnaan SPsk.

Untuk mempercepat implementasi e-Procurement, LPSE dapat
menjalin kerjasama dengan LP-IC lain vang telah memiliki
infrastruktur memadai dengan ikut serta dalam pemanfaatan
infrastruktur LPSE lain.

BAB VIli
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Toraja Utara.

LEWARAN RANTELA'BI
-

Ditetapkan di Rantepao

_-pada-tanggal 7/ Jarusri 5012
o

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2013 NOMOR =



